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ABSTRAK 
 
ALVIN TOMMY DAUD (B111 07 028), dengan judul skripsi “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan 
Narkotika di Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika” di bawah bimbingan Bapak Aswanto sebagai 
pembimbing I dan Ibu Nur Azisa sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi 
terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Makassar dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. serta untuk mengetahui 
kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap 
pecandu narkotika di Makassar. 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis dan bersifat analisis 
deskriptif dan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang 
mendukung terhadap permasalahan yang diteliti. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pelaksanaan rehabilitasi 
terhadap korban penyalahgunaan narkotika di pusat rehabilitasi Baddoka 
kota Makassar  sudah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melihat 
dimana pusat rehabilitasi BNN kota Makassar sudah menjalankan 
tugasnya dengan baik, dimana dalam rehabilitasi bukan hanya rehabilitasi 
sosial dan medis, tetapi juga ada pengembangan diri dan rekreasi yang 
disertai dengan terapi-terapi untuk memulihkan para pecandu narkoba. 
Kedua, Terdapat beberapa kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap 
para pecandu narkotika yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat 
khususnya para keluarga pecandu narkoba, bahwa dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun  2009 tentang Narkotika bahwa para pecandu 
atau pemakai narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila 
keluarga tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi 
atau kantor BNN, takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan 
mereka apabila diketahui anaknya adalah pecandu narkoba, dan masih 
banyaknya yang tidak mengetahui bahwa kegiatan ini semuanya 
ditanggung oleh pemerintah (gratis). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Di Indonesia sekarang ini sedang berlangsung proses 
pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi 
pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan 
hukum pelaksaanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-
sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam 
pelaksanaannya.1 Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan 
hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi.2 Sebagai bagian 
dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana 
hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai 
dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.3 Menurut Barda Nawawi 
Arief, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari:4 
1. Sudut pendekatan kebijakan 
a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum 
pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi 
masalah-masalah social (termasuk masalah kemanusiaan) 
dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional 
(kesejahteraan masyarakat dan sebagainya). 
                                                           
1 Lilik Mulyadi , Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, (Jakarta: Djambatan, 
2007), hlm. 38. 
2 Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 1. 
3 Tongat, Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 
2002, hlm. 20. 
4  Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenada, 
2008), hlm. 31-32. 
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b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum 
pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan 
masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). 
c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, 
pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya 
pembaharuan substansi hukum (legal substance) dalam rangka 
lebih mengefektifkan penegakan hukum. 
2. Sudut pendekatan nilai 
Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya 
melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, 
sosio-filososfis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang 
melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan 
substantif hukum pidana yang dicita-citakan. 
 
Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa 
(bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat 
perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap 
pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan 
terhadap perbuatan pelaku.5 Menurut Alf Ross, untuk dapat dikategorikan 
sebagai sanksi pidana (punishment), suatu sanksi harus memenuhi dua 
syarat atau tujuan. Pertama, pidana ditujukan kepada pengenaan 
penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua, pidana itu 
merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. 
Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata 
menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari 
itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan 
memperbaiki si pelaku. Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, 
namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak 
                                                           
5
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 
5.  
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diperkenankan merendahkan martabat manusia. 6  Landasan pemikiran 
pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan hanya 
menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga 
perlindungan individu dari pelaku tindak pidana. 
Hakim dapat mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling 
sesuai untuk kasus tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi 
pidana. Untuk pemidanaan yang sesuai, masih perlu diketahui lebih 
banyak mengenai si pembuat. Ini memerlukan informasi yang cukup tidak 
hanya tentang pribadi si pembuat, tetapi juga tentang keadaan-keadaan 
yang menyertai perbuatan yang dituduhkan. Digunakannya pidana 
sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan 
begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang 
yang menjadi objeknya. Hal yang paling diinginkan dari pidana tersebut 
adalah mencegah si pembuat untuk mengulangi perbuatannya.7 
Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat 
manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. 
Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan 
untuk hal-hal negatif.8 Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan 
khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat 
                                                           
6 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta; Sinar 
Grafika, 1996), hlm. 3. 
7 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 86. 
8 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, (Jakarta- 
PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 100. 
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di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, 
pikiran, serta kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan 
narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, 
peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam 
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat 
ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Disamping itu, 
melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya 
penyebaran narkotika yang juga telah menjangkau hampir ke semua 
wilayah Indonesia. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh 
peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentral peredaran 
narkotika. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap 
barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar 
dilepaskan ketergantungannya. 
Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban 
penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan 
pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia 
yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di 
segala bidang. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika 
tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan 
pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. 
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Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan 
dan status korban, yaitu:9 
a. Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada hubungannya 
sama sekali dengan pelaku. 
b. Provocative victims, yaitu seseorang yang secara aktif 
mendorong dirinya menjadi korban. 
c. Participating victims, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan 
tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi 
korban. 
d. Biologically weak victims, yaitu mereka yang secara fisik memiliki 
kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban. 
e. Socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan 
sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban. 
f. Self victimizing victims, yaitu mereka yang menjadi korban 
karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. 
 
Pecandu narkotika merupakan “self victimizing victims”, karena 
pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari 
penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. 
Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah 
kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang 
terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi. 
Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika, 
selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan 
itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan self 
victimization atau victimless crime. Uraian dalam pasalnya 
menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara 
                                                           
9 Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2005), hlm. 49-50. 
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narkotika. Sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. 
Peradilan terhadap pecandu napza sebagian besar berakhir dengan vonis 
pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub 
dalam undang-undang tersebut. 
Setelah undang-undang narkotika berjalan hampir selama 12 
tahun, pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat 
edaran (SEMA RI no 7/2009) yang ditujukan kepada pengadilan negeri 
dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu 
narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan 
dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 
tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan 
Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi 
Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 
07 Tahun 2009. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan 
langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi 
atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika. Dekriminalisasi adalah 
proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya 
dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa. Hukuman penjara 
bagi penyalahguna narkotika terbukti tidak dapat menurunkan jumlah 
penyalahguna narkotika. 
Undang-undang tentang narkotika dalam perkembangannya telah 
diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika. Telah terjadi suatu pembaharuan hukum dalam 
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ketentuan undang-undang ini, yakni dengan adanya dekriminalisasi para 
pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika dan korban 
penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial. 
Reformasi hukum pidana dalam undang-undang narkoba di 
Indonesia tampak sekali berproses dalam suatu dinamika perkembangan 
sosial dan teknologi yang berpengaruh terhadap perkembangan 
kriminalitas di Indonesia, yang menuntut tindakan dan kebijaksanaan 
antisipatif. Reformasi hukum pidana tersebut, khususnya ketentuan yang 
mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, merupakan 
bentuk langkah pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan 
adanya kebijakan hukum pidana yang merupakan kebijakan yang 
bertujuan agar pengguna narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika 
tersebut. 
Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkoba pada remaja di 
indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga 
khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba 
sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak 
sosial yang ditimbulkannya. Para remaja korban narkoba akan 
menanggung beban psikologis dan sosial. Oleh karena itu solusi yang 
perlu dilakukan dengan cara menginformasikan tempat rehabilitasi guna 
menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi para 
pengguna. 
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Pada abad XIX lahirlah aliran modern yang mencari sebab 
kejahatan dengan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk 
langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh 
dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, 
aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak 
dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat 
dipersalahkan dan dipidana. Andaipun digunakan istilah pidana, menurut 
aliran modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. 
Karenanya, aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan 
menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan 
resosialisasi terhadap pelaku kejahatan. 
 Dalam perkembangannya kemudian, aliran neo klasik yang juga 
menitikberatkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia telah 
berkembang selama abad XIX yang mulai mempertimbangkan kebutuhan 
adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana (treatment). 
Aliran neo klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial 
berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil. Aliran ini 
berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian 
dipengaruhi aliran modern. Ciri dari aliran neo klasik yang relevan dengan 
prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan 
berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa 
modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang 
meringankan baik fiskal, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-
9 
keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang 
pada waktu terjadinya kejahatan. Juga diperkenankan masuknya 
kesaksian ahli untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana. 
Bentuk perlindungan berupa pengobatan dan/atau perawatan bagi 
pecandu narkotika yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi merupakan 
salah satu realisasi dari bentuk “treatment” bagi pelaku kejahatan yang 
merupakan pemikiran dari aliran neo klasik. 
 Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang dipilih untuk diteliti 
dalam penelitian adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan 
Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Makassar 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika” 
 
B. Rumusan Masalah  
Rumusan masalah penelitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban 
penyalahgunaan narkotika di Makassar dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? 
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi 
terhadap pecandu narkotika di Makassar? 
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C. Tujuan penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban 
penyalahgunaan narkotika di Makassar dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Makassar. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian yang dicapai diharapkan dapat memberi manfaat 
bagi : 
a. Lembaga pendidikan yang mempelajari Ilmu Hukum khususnya 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai bahan pemikiran 
dan menambah khasanah kepustakaan di bidang Ilmu Hukum, 
khususnya bagi Hukum Pidana. 
b. Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian sanksi pidana 
terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan pertimbangan dalam 
pemberian rehabilitasi. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian dan Penggolongan  Narkotika 
Dari kata penyalahgunaan narkoba menandakan bahwa narkoba 
tidak selalu bermakna negatif. Dengan begitu, narkotika  yang digunakan 
dengan baik dan benar oleh dokter untuk mengobati pasiennya tidak 
termasuk narkoba karena kata narkoba hanya yang disalahgunakan. Di 
dalam dunia medis, narkoba diberi nama NAPZA (Narkotika, Psikotropika, 
dan Zat Aditif Lainnya).  
Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya 
ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang 
pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, 
maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya 
yang tertera dalam lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara 
pengolahan dan peredarannya. Namun dibelakangan diketahui bahwa 
zat-zat narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan 
ketergantungan. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang agak 
panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan 
pengendalian guna bisa disembuhkan. 
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Sudarto  mengatakan bahwa: 10 “Kata narkotika berasal dari 
perkataan Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa 
apa-apa.” 
Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa:11 
 “Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan 
ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut 
bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi 
narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu 
(morphine, codein, methadone).” 
 
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. 
Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat 
menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat menimbulkan pengaruh 
tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan 
obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasan, 
hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan 
timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat 
terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun 
tidak menderita apa-apa.Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya 
penyalahgunaan Narkotika (obat).Bahaya bila menggunakan Narkotika 
bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan 
obat (ketagihan). 
                                                           
10 Taufik makarao., tindak pidana narkotika (jakarta: 2005), hal 17 
11 Ibid ., hal 18 
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Menurut UU No. 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika, 
pengertian narkotika adalah: 
“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-
golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.” 
 
Narkotika memiliki daya adikasi (ketagihan) yang sangat berat. 
Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual 
(kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang 
menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
jenis jenis narkotika dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika 
golongan I, golongan II, dan golongan III. Setiap golongan narkotika 
memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu: 
 Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta 
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh 
: Heroin, Kokain, Ganja. 
 Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan 
sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau 
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 
tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Morfin, Petidin. 
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 Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak 
digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengebangan ilmu pengetahuan 
serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : 
Codein. 
 
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tenang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 
(empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan 
pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 
5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang 
Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 
Secara filosofis pembentukan undang-undang Narkotika dengan 
mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi dalam ketentuan pidana 
UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 
menunjukkan bahwa terdapat suatu makna untuk melindungi korban dari 
kejahatan penyalahgunaan Narkotika dengan demikian korban yang telah 
pernah dipidana akan menjadi takut untuk mengulangi kejahatannya lagi. 
Secara otomatis bahwa pelaku atau korban terlindungi karena salah satu 
tujuan dari sanksi pidana pada korban Narkotika sebagai self victimizing 
victims adalah melindungi dirinya dengan menimbulkan rasa takut dan 
efek jera terhadap individu tersebut. 
15 
Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang 
menyalahgunakan narkotika atau psikotropika terdapat dalam ketentuan 
pidana pada Bab XV mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. 
Beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tersebut di antaranya adalah: 
Pasal 111 dirumuskan bahwa: 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, 
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika 
Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 
5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
 
Pasal 112 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika 
Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 
(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 
(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
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Pasal 113 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 
Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, 
atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya 
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon 
atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) 
gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara 
seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
 
Pasal 114 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 
Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 
menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk 
tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 
(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 
beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, 
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling 
singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
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Pasal 115 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) 
kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 
5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 116 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau 
memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
 
(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau 
pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang 
lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana 
mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 117 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika 
Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 
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(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, 
menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 118 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 
Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 
(delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, 
atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku 
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, 
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 119 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 
Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 
(delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 
(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 
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Pasal 120 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan 
II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
 
Pasal 121 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menggunakan Narkotika Golongan II tehadap orang lain atau 
memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau 
pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang 
lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana 
mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 122 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika 
Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 
(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, 
menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 
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dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 123 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 
Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, 
atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
 
Pasal 124 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 
Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 
(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 125 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan 
III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 
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dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
 
Pasal 126 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menggunakan Narkotika Golongan III tehadap orang lain atau 
memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Dalam hal penggunaan Narkotika tehadap orang lain atau 
pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang 
lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 127 
(1) Setiap Penyalah Guna: 
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun; 
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan 
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun. 
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. 
(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban 
penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib 
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
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Pasal 128 
(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja 
tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 
(enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 
(satu juta rupiah). 
(2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah 
dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana. 
(3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani 
rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah 
sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh 
pemerintah tidak dituntut pidana. 
(4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan 
yang ditetapkan oleh Menteri. 
 
Pasal 129 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang 
tanpa hak atau melawan hukum: 
a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 
b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 
Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 
c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 
Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 
d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika. 
 
Pasal 130 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, 
Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 
122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 
129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda 
terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap 
korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali 
dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal 
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tersebut. 
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 
a. pencabutan izin usaha; dan/atau 
b. pencabutan status badan hukum. 
 
C. Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika 
1. Pengertian Rehabilitasi 
Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama 
baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai 
perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu 
(misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia 
yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat; 
Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang 
yang memilki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Pusat 
Rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si 
pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-
beluk dari awal terhadap si pasien tersebut. Waktu juga menentukan 
perbedaan perawatan antar pasien. Para pasien yang masuk di pusat 
Rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya pandangan 
positif terhadap kehidupan, oleh karena itu psikologi memainkan peranan 
yang sangat besar dalam program Rehabilitasi, dan hal ini juga sangat 
penting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yang 
memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obat terlarang. 
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Jadi arti umum rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali. 
Rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang 
tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi 
tidak berfungsi atau rusak. Apabila dikaitkan dengan disability 
pengertiannya adalah pengembalian orang-orang cacat kepada kegunaan 
secara maksimal baik dalam aspek fisik, mental, personal, sosial, 
vocational serta ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Diperlukan 
koordinasi dari berbagai bidang usaha itu menjadi suatu proses yang 
berhubungan erat satu dengan yang lain, yang merupakan team work 
menuju kearah tujuan akhir. Rehabilitasi dipergunakan secara luas, 
mencakup rehabilitasi yang diartikan sebagai suatu usaha untuk 
membantu nereka yang mengalami kelainan sejak lahir atau pada masa 
kanak-kanak. 
 
2. Hakekat Rehabilitasi 
Rehabilitasi merupakan pendekatan total, yang merupakan suatu 
pendekatan komprehenship, kesemuanya bertujuan membentuk individu 
yang utuh dalam aspek fisik, mental, emosional dan sosial agar ia dapat 
berguna. 
Rehabilitasi itu bukan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh 
para ahli untuk para penyandang cacat, tetapi harus penderita sendirilah 
yang harus berusaha untuk melakukan prosedur yang telah ditetapkan, 
sehingga ia dapat merubah dirinya sendiri menjadi manusia mandiri. 
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3. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi 
Tujuan rehabilitasi adalah: 
1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta 
tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun 
masyarakat atau lingkungan sosialnya. 
2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan  
fungsi sosialnya secara wajar. 
3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan 
sosial secara menyeluruh. 
4. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis 
dan sosial, dalam anti adanya keseimbangan antara apa yang 
masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya. 
Sasaran rehabilitasi adalah: 
1. Meningkatkan insight individu terhadap problem yang dihadapi, 
kesulitan dan tingkah lakunya. 
2. Membentuk sosok self identity yang lebih baik pada individu. 
3. Memecahkan konplik yang menghambat dan mengganggu. 
4. Merubah dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkah 
laku yang tidak diinginkan. 
5. Meningkatkan kemampuan melakukan relasi interpersonal maupun 
kemampuan lainnya. 
6. Modifikasi asumsi-asumsi individu yang tidak tepat tentang dirinya 
sendiri dan dunia lingkungannya. 
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7. Membuka jalan bagi eksistensi individu yang lebih berarti dan 
bermakna atau berguna. 
 
4. Tahapan rehabilitasi. 
a. Tahap prarehabilitasi 
1. Bimbingan dan penyuluhan kepada klien, keluarga dan 
masyarakat 
2. Motivasi kepada kelien agar dapat ikut serta dalam menyusun 
program rehabilitasi, 
3. Meyakinkan pada klien; rehabilitasi akan berhasil kalau terdapat 
kerja sama tim ahli dan pasien.  
4. Pemeriksaan terhadap diri klien.. 
b.Tahap pelaksanaan rehabilitasi, 
1. Klien sudah menjalankan program rehabilitasi. 
2. Klien mendapatkan pelayanan rehabilitasi yaitu rehabilitasi: 
medis, rehabilitasi, vokasional, dan rehabilitasi sosial. 
3. Pelaksanaan ketiga jenis rehabilitasi ini berlangsung serempak 
dalam suatu periode. 
4. Pelaksanaan rehabilitasi. 
c.Tahap pembinaan hasil rehabilitasi. 
1. Diberikan kepada klien yang sudah menjalankan program 
rehabilitasii dan dianggap sudah siap berdiri sendiri kembali ke 
masyarakat. 
2. Untuk memantapkan hasil rehabilitasi klien masih dibina, dan 
dilakukan evaluasi apakah klien sudah betul-betul dapat 
menyesuaikan diri di masyarakat, dan apakah masyarakat mau 
menerima kehadirannya. 
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3. Pada tahap ini biasanya dijadikan dua bentuk kegiatan; (1) 
kegiatan pra-penyaluran, (2) kegiatan penyaluran dan 
pembinaan. 
Dengan terus-menerus dilakukan bimbingan diharapkan klien dapat 
menjadi warga yang prodoktif, dapat berwirasembada. 
 
5. Jenis-jenis Rehabilitasi 
a. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation ) 
Rehabilitasi medis adalah lapangan specialisasi ilmu kedokteran 
yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh 
(comprehensive management) dari pasien yang mengalami gangguan 
fungsi/cedera (impairment), (musculos keletal), susunan otot syaraf 
(system), serta ganggungan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai 
Kecacatan tersebut. 
Ruang lingkup kegiatan rehabilitasi medis 
1. Pemeriksaan fisik, 
2. Mengadakan diagnosa, 
3. Pengobatan dan pencegahan,  
4. Latihan penggunaan alat-alat bantu dan fungsi fisik 
Tujuan rehabilitasi medis: 
 Pertama, jangka pendek. Pasien segera keluar dari tempat tidur 
dapat berjalan tanpa atau dengan alat, paling tidak mampu memelihara 
diri sendiri. 
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 Kedua, jangka panjang. Pasien dapat hidup kembali di tangah 
masyarakat, mampu memelihara diri sendiri, dan dapat kemabali kepada 
kegiatan kehidupan semula, paling tidak mendekatinya. 
b. Rehabilitasi karya (Vocational Rehabilitation) 
Istilah rehabilitasi vokasional berarti bagian dari suatu proses 
rehabilitasi secara berkesinambungan dan terkoordinasikan yang 
menyangkut pengadaan pelayananpelayanan di bidang jabatan seperti 
bimbingan jabatan (vocational guidance), latihan kerja (vocational 
training), penenmpatan yang selektif (selective placement), adalah 
diadakan guna memungkinkan para penderita cacat memperoleh 
kepastian dan mendapatkan pekerjaan yang layak. 
Kegiatan dalam rehabilitasi vokasional meliputi: 
1. Kegiatan evaluasi, 
2. Bimbingan vokasional, 
3. Latihan kerja, 
4. Penempatan kerja dan follow-up, 
Peserta program rehabilitasi vokasional adalah Individu 
penyandang cacat fisik atau mental, yang mengakibatkan individu 
terhambat untuk mendapatkan pekerjaan Adanya dugaan yang logis, 
masuk akal, bahwa pelayananrehabilitasi vokasional akan bermanfaat 
bagi individu untuk dapat mencari pekerjaan. 
Pelayanan dalam bimbingan rehabilitasi vokasional seperti misalanya 
adalah: 
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1. Bimbingan dan Konseling 
2. Pelayanan pemulihan, pemugaran, fisik, mental, psikologis, dan 
emosional 
3. Pelayanan kepada keluarga, 
4. Pelayanan penterjemah, interpreter untuk tunarungu 
5. Pelayanan membaca, pelayanan oreintasi dan mobilitasi bagi tuna-
netra, 
6. Pembekala keterampilan, tenaga rehabilitasi, intruktur, bersama 
dengan klien dan juga orang tua, 
c. Rehabilitasi Sosial (Social Rehabilitation) 
Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi 
penderita cacat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidak-
tidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruhpengaruh negatif 
yang disebabkan kecacatannya, sehingga penderita dapat aktif dalam 
kehidupan di masyarakat. 
Tujuan rehabilitasi sosial 
 Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta 
tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun 
masyarakat atau lingkungan sosialnya 
 Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 
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Kegiatan yang dilakukan dalam rehabilitasi sosial 
 Pencegahan; artinya mencegah timbulnya masalah social penca, 
baik masalah datang dari penca iru sendiri, maupun masalah yang 
datang dari lingkungan penca itu. 
 Rehabilitasi; diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaan 
mental, bimbingan keterampilan. 
 Resosialisasi; adalah segala upaya bertujuan untuk menyiapkan 
penca agar mampu berintegrasi dalam kehidupan masyarakat. 
Pembinaan tidak lanjut; diberikan agar keberhasilan klien dalam 
proses rehabilitasi dan telah disalurkan dapat lebih dimantapkan. 
 
D. Viktimologi dan Korban Kejahatan 
1. Pengertian korban 
Masalah korban menimbulkan berbagai permasalahan dalam 
masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak khususnya. Belum 
adanya perhaatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan 
merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan 
pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat  
Pengertian korban yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2  Undang-
undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban 
menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, 
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 
pidana. 
31 
Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah 
sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan 
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan hak asasi yang menderita. 
Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar 
korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsungpun 
juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. 
Yang dimaksud sebagai korban tidak langsung di sini seperti, istri 
kehilangan suami, anak kehilangan bapak orang tua yang kehilangan 
anaknya , dan lainnya. 
Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya 
kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, 
yaitu:12 
a) Nonparticipating victims adalah mereka yang 
menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut 
berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan; 
b) Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai 
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran 
tertentu; 
c) Propocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan 
                                                           
12
 Ibid., hal 53 
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atau pemicu kejahatan; 
d) Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau 
memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi 
korban; 
e) False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya 
sendiri. 
Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri 
maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh 
bentuk, yaitu:13 
a) Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. 
Aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban. 
Misalnya dalam kasus kecelakaan pesawat di mana tanggung 
jawab sepenuhnya berada pada pelaku. 
b)  Propocative victims merupakan seseorang yang secara aktif 
mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus 
selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku. 
c) Participating victims yaitu seseorang yang tidak berbuat akan 
tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi 
korban.misalnya seseorang yang mengambil uang dalam jumlah 
besar di bank tanpa pengawalan ,kemudian dibungkus dengan 
                                                           
13 Ibid. 
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tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. 
d) Biologically weak victims yaitu mereka yang secara fisik memiliki 
kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban. Misalnya  
wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula). 
e) Socially weak victims adalah mereka yang memiliki kedudukan 
sosial yang lemah yang menyebabkannya menjadi korban. 
Misalnya gelandangan. 
f) Self victimizing victims adalah mereka yang menjadi korban 
karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban 
obat bius, judi,aborsi, prostitusi. 
g) Political victims adalah korban karena lawan politiknya. 
Pengelompokkan korban menurut sellin dan wolfgang dibedakan 
sebagai berikut:14 
 Primary victimization, yaitu korban berupa individu atau 
perorangan (bukan kelompok). 
 Secondary victimization , yaitu korban kelompok, misalnya badan 
hukum. 
 Tertiary victimization , yaitu korbaan masyarakat luas. 
 No victimization ,yaitu korba yang tidak dapat diketahui. 
 
 
                                                           
14 Ibid ., hal 54 
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2. Pengertian viktimologi 
Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang 
tepat, maka cara pandang sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai 
hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa 
yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan, namun hal 
lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban 
kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaankeadaan tertentu dapat menjadi 
pemicu munculnya kejahatan. 
Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, maka cara pandang 
tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui 
berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab 
munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, 
upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban 
kejahatan. 
Viktimologi, berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban 
dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu 
studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan 
akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia 
sebagai suatu kenyataan sosial. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki 
arti yang luas, karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara 
nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun 
pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban 
adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta 
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mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu 
kejahatan.15 
Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas 
kejahatan dikarenakan korban seringkali memiliki peranan yang sangat 
penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang 
luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat 
memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang 
pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas 
kejahatan. Sejalan dengan semakin berkembangnya viktimologi, 
berkembang pula berbagai rumusan tentang viktimologi. Kondisi ini 
hendaknya tidak dipandang sebagai pertanda tidak adanya pemahaman 
yang seragam mengenai ruang lingkup viktimologi, tetapi harus dipandang 
sebagai bukti bahwa viktimologi akan selalu berkembang sejalan dengan 
perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. 
Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang 
mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan 
manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Melalui perumusan ini 
membawa akibat perlunya suatu pemahaman, sebagai berikut:16 
a.  Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional; 
                                                           
15
 Ibid.,hal 43 
16 Arif Gosita., “Masalah Korban Kejahatan”, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hal. 40. 
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b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi 
antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; 
c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh 
unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu. 
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan 
korban pada terjadinya kejahatan, hubungan antara pelaku dengan 
korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem 
peradilan pidana. Sedangkan objek studi dari viktimologi meliputi:17 
1. Setiap macam perbuatan criminal yang mengakibatkan orang-
orang menjadi korban, yang sudah atau belum dirumuskan oleh 
Undang-undang contohnya : Korban kejahatan konvensional, 
Korban non-konvensional dan Korban kejahatan akibat 
penyalahgunaan kekuasaan (Ilegal abuses of power) terhadap 
hak asasi manusia alat penguasa termasuk penangkapan serta 
penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya. 
2. Setiap orang atau pihak yang dapat menjadi korban baik orang 
perorangan maupun suatu korporasi atau organisasi misalnya 
pencemaran nama baik, melakukan penyelewengan wewenang 
jabatan. 
3. Setiap orang atau pihak yang dapat menimbulkan korban artinya 
dimana disatu sisi orang tersebut dapat merugikan orang lain 
                                                           
17 http://thed03.blogspot.com/2008/10/hukum-viktimologi.html diakses terakhir tanggal 
28 Januari 2012 pukul 19.30 wita 
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sehingga orang tidak merasa aman akibat tindakannya. 
4. cara-cara viktimisasi atau penimbulan korban baik itu korban 
kejahatan perkosaan, politik dan lain sebagainya. 
5. Bentuk-bentuk viktimisasi yang terdiri dari Primary victimization, 
adalah korban individual/perorangan bukan kelompok; Secondary 
Victimization, korbannya adalah kelompok, misalnya badan 
hukum; Tertiary Victimization, yang menjadi korban adalah 
masyarakat luas; Non Victimozation, korbannya tidak dapat 
segera diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam 
menggunakan hasil produksi. 
6. Akibat viktimisasi. 
7.    Pengaruh viktimisasi 
 8.    Reaksi atau respons terhadap viktimisasi 
 9.    Penyelesaian viktimisasi 
10. Pengaturan yang berkaitan dengan viktiminasi ( yang menjadi   
perhatian viktimologi ) 
 
3. Perlindungan  Terhadap Korban Narkotika yang Melaporkan  Diri 
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika yang merupakan undang-undang baru ini, tentu mempunyai 
maksud dan tujuannya. Adapun tujuan yang terdapat dalam Pasal 4 yang 
dirumuskan: 
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Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: 
a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan 
pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi; 
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa 
Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; 
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika; dan 
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi 
Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. 
 
Bentuk perlindungan terhadap korban dan pelaku kejahatan tindak 
pidana narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
disebutkan ada 2 (dua) macam yakni pengobatan dan rehabilitasi 
terhadap korban maupun pelaku. Pada Pasal 53 ayat (3) tersebut di atas 
bahwa yang dimaksud dengan ”bukti yang sah” antara lain surat 
keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket. Selengkapnya 
mengenai pengobatan ditentukan dalam Pasal 53 yang dirumuskan 
sebagai berikut: 
(1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, 
dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan 
III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, 
menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri. 
(3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai 
bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau 
dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Mengenai rehabilitasi terhadap korban dan pelaku tindak pidana 
Kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kewajiban bagi 
pemerintah dan instansi masyarakat. Sebagaimana ketentuan dalam 
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Pasal 54 bahwa ”Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan 
narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.  
Dalam Pasal 56 dirumuskan juga bahwa: 
(1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit 
yang ditunjuk oleh Menteri. 
(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi 
pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis 
Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. 
 
Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 57 bahwa selain melalui 
pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu 
Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau 
masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Salah satu 
tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional adalah meningkatkan 
kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu 
Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 
masyarakat. 
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, terdapat 
pengecualian dalam hal tuntutan pidana terhadap anak yang masih 
berada di bawah umur. Misalnya terdapat di dalam salah satu pasalnya 
yakni pada Pasal 128 ayat (1) yang dirumuskan:  
”Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak 
melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) 
bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta 
rupiah).  
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Tetapi di dalam ketentuan lain yakni pada Pasal 128 ayat (2) dan 
ayat (3) ditentukan bahwa anak yang masih di bawah umur, tidak dapat 
dituntut pidana, selengkapnya pasal tersebut dirumuskan:  
”Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan 
oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
55 ayat (1) tidak dituntut pidana” 
 
Dan ayat (3) dirumuskan: 
”Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 
(dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga 
rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut 
pidana”. 
 
Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkotika dilakukan 
melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi medis dan sosial yang diberikan 
kepada pecandu dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan 
kemampuan fisik, mental dan sosialnya. Selain pengobatan dan 
perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu 
narkotika dapat dilaksanakan oleh masyarakat melalui pendekatan 
keagamaan dan tradisional. 
Pemberian perlindungan kepada korban narkotika, tentu tidak 
dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah, peran serta 
masyarakat pun diharapkan ada salah satunya diterimanya kembali 
mantan para pengguna dalam lingkungannya tanpa melakukan tindakan-
tindakan yang sifatnya diskriminatif bahkan dengan memposisikan mereka 
sebagai warga kelas dua yang harus dijauhi. 
Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pelaku maupun 
41 
korban penyalahgunaan narkotika dalam bentuk rehabilitasi. Rehabilitasi 
adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada 
pemakai narkotika yang bertujuan agar pelaku tidak memakai lagi dan 
bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian 
narkotika. 
Hal ini sesuai dengan pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 
35 tahun 2009 yaitu: 
Pasal 55 
(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup 
umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, 
rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk 
mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
 
(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan 
diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan 
masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk 
mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
tercantum  dalam pasal 128 ayat (2) dan (3) Undang-undang 
tahun 2009 tentang Narkotika.” 
 
 
Peraturan mengenai pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu dan 
korban penyalahgunaan narkotika diperkuat dengan terbitnya Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang 
pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu narkotika yang mana dalam Pasal 
3 dan Pasal 4 ayat (1) , (2), dan (3) yaitu: 
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Pasal 3 
Wajib lapor dilakukan oleh: 
a.orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur; 
dan 
b.pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya. 
 
Pasal 4  
(1) Wajib lapor pecandu narkotika dilakukan di institusi penerima 
wajib lapor. 
(2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga 
rehabilitasi medis sebagai institusi penerima wajib lapor 
ditetapkan oleh menteri. 
(3) Lembaga rehabilitasi sosial sebagai institusi penerima wajib 
lapor ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dibidang sosial. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Sifat Penelitian 
 Dalam setiap penelitian pasti menggunakan metode penelitian, baik 
dalam mengumpulkan data maupun dalam menganalisis data yang telah 
ditemukan. Sifat penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian 
murni dan penelitian terapan. Pada penelitian ini, Penulis memilih 
penelitian murni karena penelitian ini bertujuan untuk membangun 
pengetahuan. Biasanya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan hal 
baru. 
 Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis 
serta pendekatan normatif  yaitu penelitian untuk mengkaji kaedah dan 
asas hukum. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk mengkaji mengenai 
arti dan maksud berbagai kaidah hukum yang berlaku mengenai 
Rehabilitasi korban narkotika dalam sistem pemidanaan di Indonesia. 
Pendekatan normatif yaitu, yang berkaitan dengan perundang-undangan 
yang menyangkut Pelaksanaan rehabilitasi Korban Pelaksanaan 
rehailitasi korban narkotika di Indonesia berdasarkan, Kitab Undang-
undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
serta peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan. 
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B. Lokasi Penelitian 
 Penelitian pelaksanaan rehabilitasi korban narkotika dilakukan di 
BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Sulawesi Selatan, Pusat 
Rehabilitasi Baddoka, dan Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini 
menggunakan metode wawancara dengan para penegak hukum yaitu 
hakim pengadilan negeri Makassar dan petugas BNN kota makassar 
 Selain itu, penelitian ini bersifat kepustakaan sehingga lokasi 
penelitian dilakukan di berbagai perpustakaan dan internet. Perpustakaan 
yang dimaksud adalah perpustakaan yang ada di Makassar, khususnya 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan 
Pusat Universitas Hasanuddin, serta perpustakaan pribadi (koleksi buku 
yang dimiliki Penulis). 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebelum 
menganalisis data melalui metode pustaka dan metode wawancara 
secara langsung. Pengumpulan data yang dilakukan dengan metode 
pustaka, yaitu dengan membaca beberapa buku pendukung, serta tulisan 
lain yang ada kaitan dengan penelitian. 
 Metode wawancara diperoleh dari para penegak hukum serta pakar 
hukum khususnya di bidang hukum pidana, kemudian mencatat data yang 
mendukung penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada. Data 
yang terkumpul dipilih dan dikelompokan berdasarkan permasalahan. 
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Adapun data-data yang dikumpulkan dibagi atas dua, yaitu data primer 
dan data sekunder. 
1. Data Primer 
 Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim), para pakar hukum khususnya 
di bidang hukum pidana, Badan Narkotik Nasional (BNN), serta Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki keterkaitan. Cara yang 
ditempuh untuk memahami data primer adalah sebagai berikut: 
a. Mencatat wawancara dengan penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan 
Hakim), para pakar hukum khususnya di bidang hukum pidana, 
Badan Narkotik Nasional (BNN), serta Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM). 
b. Menganalisis hasil wawancara dengan penegak hukum (Polisi, 
Jaksa, dan Hakim), para pakar hukum khususnya di bidang 
hukum pidana,  Badan Narkotik Nasional (BNN), serta Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). 
c. Memaparkan dan menjelaskan hasil wawancara dengan penegak 
hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim), para pakar hukum khususnya 
di bidang hukum pidana, Badan Narkotik Nasional (BNN), serta 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 
2. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang atau 
bahan banding guna memahami data primer. Data sekunder yang Penulis 
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gunakan dalam pengkajian ini ditemukan dari berbagai sumber antara 
lain: 
a. Skripsi yang ada hubungannya dengan objek yang dikaji. 
b. Buku-buku, dokumen, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil seminar 
atau lokakarya menyangkut tindak pidana penggelapan uang serta 
semua buku atau data tersurat yang Penulis anggap dapat 
menunjang dalam proses pengkajian. 
 
D. Analisis Data 
 Data-data yang berhubungan dengan rehabilitasi Korban 
Pelaksanaan rehabilitasi korban narkotika dan selanjutnya dianalisis 
dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang 
telah diperoleh kemudian menyimpulkannya. 
 Perangkat yang dianalisis atau dikaji yakni data yang termasuk 
dalam kelompok data primer maupun sekunder. Analisis data ini terfokus 
pada UU No.35 Tahun 2009 menyangkut Narkotika atau hukum materiil 
dan formil lainnya. 
 Pada masyarakat Indonesia terdapat suatu paradigma yang 
menyatakan bahwa hukum menjadi pengarah atau sarana pembangunan. 
Namun, kenyataan menunjukan bahwa hukum tertinggal di belakang 
pembangunan. Untuk menemukan mengapa terjadi kesenjangan serta 
bagaimana menghilangkan kesenjangan, perlu dilakukan penelitian. 
Jawaban atas penelitian tersebut, ada yang bersifat teoritis belaka, yaitu 
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sekedar untuk menemukan atau menguji keabsahan konsep-konsep atau 
teori-teori yang sudah ada. Ada pula jawaban yang diperlukan untuk 
memecahkan masalah atau dijadikan dasar pemecahan masalah nyata 
atau kongkrit. Misalnya, untuk mengetahui secara tepat apakah berbagai 
perundang-undangan masih mampu mendukung pembangunan di 
Indonesia. 
 Jadi, Penulis membandingkan antara das sollen dengan das sein 
untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi Korban 
Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan 
Narkotika Di Makassar Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika 
 
 Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
Pasal 54-59 menyebutkan tentang rehabilitasi 
Pasal 54 
Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika 
wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
 
Pasal 55 
(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup 
umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, 
rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk 
mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan 
diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan 
masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk 
mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 
Pasal 56 
(1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit 
yang ditunjuk oleh Menteri. 
(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh 
instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan 
rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat 
persetujuan Menteri. 
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Pasal 57 
Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, 
penyembuhan Pecandu Narkotika  sapat diselenggarakan oleh 
instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan 
keagamaan dan tradisional. 
 
Pasal 58 
Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika 
diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh 
masyarakat. 
 
Pasal 59 
(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 
dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri. 
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 
diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang sosial. 
 
Tabel 1 
Korban narkotika yang menjalani rehabilitasi 
di Pusat Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Tahun 2012 
 
No. Jenis Kelamin Jumlah 
1 Laki-laki 25 
2 Perempuan 5 
     TOTAL 30 
 
Pelaksanaan rehabilitasi di Kota Makassar, BNN (Badan Narkotika 
Nasional) menjadi tempat utama untuk melakukan rehabilitasi korban 
pecandu narkoba, di BNN Makassar setidaknya terdapat 30 orang 
pecandu narkotika yang terdiri dari 5 orang wanita dan 25 orang pria yang 
sedang menjalani proses rehabilitasi. Para korban terbagi dari korban 
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yang sukarela untuk dilakukan rehabilitasi dalm hal ini dilaporkan oleh 
orang tua/ wali  dan kiriman dari pengadilan negeri yang telah divonis 
untuk direhabilitasi. Sesuai dengan keberlakuannya Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 54 bahwa pecandu 
narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam 
hal ini pusat rehabilitasi BNN kota Makassar mempunyai tugas untuk 
mengobati (menyembuhkan) pecandu narkoba yang dilakukan dengan 
dua cara yaitu medis dan sosial. 
Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu 
diantaranya di Pengadilan Negeri oleh Bapak Aswijon S.H. selaku hakim 
yang pernah memutus kasus penyalahgunaan narkotika dan memutuskan 
pelaku untuk menjalani rehabilitasi. Hasil  wawancara tersebut 18 
“Benar saya sering memutus pelaku penyalahgunaan narkoba, 
dimana hukumannya adalah penjara dan rehabilitasi sebelum dan 
sesudah UU no 35 tahun 2009, para pelaku dikirim ke BNN guna 
untuk ditangani (direhabilitasi) agar perbuatannya tidak terulang 
kembali.” 
 
 Berdasarkan hasil itu maka penulis menarik kesimpulan 
bahwasanya apabila pelaku telah diputus dipengadilan, biasanya pelaku 
langsung dibawa ke BNN guna direhabilitasi agar supaya pelaku 
penyalahgunaan narkoba dapat terlepas dari belenggu kecanduan 
narkoba. 
                                                           
18 Wawancara di pengdilan negeri Makassar oleh bapak Aswijon S.H pada hari senin 30 Juni 
2012 
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Lembaga rehabilitasi BNN Baddoka Makassar merupakan lembaga 
rehabilitasi terbesar dan terlengkap di Sulawesi selatan yang menjadikan 
tempat ini sebagai salah satu pusat pengiriman terpidana kasus 
penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum pengadilan tinggi Sul-Sel.  
Berdasrkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat 
beberapa syarat dan ketentuan yg berlaku. 
Syarat dan ketentuan rehabilliitasi BNN Baddoka Makassar: 
1. Berusia 17 tahun sampai dengan 40 tahun, untuk kasus tertentu 
diputuskan oleh tim 
2. Adalah korban penyalahguna narkoba terbukti tes urine positif atau 
memiliki riwayat penggunaan satu tahun terakhir, dibuktikan 
dengan suratketerangan rumah sakit/ instansi pemerintah/ swasta 
3. Ada orang tua/ wali yang bertanggung jawab 
4. Bukan penderita gangguan jiwa berat, dibuktikan hasil pemeriksaan 
medis atau rekomendasi RSJ. Tidak memiliki cacat fisik atau kronis 
akut. 
5. Residen kiriman instansi pemerintah atau swasta wajib membawa 
surat pengantar resmi 
6. Residen yang berasal dari putusan pengadilan wajib diantar oleh 
petugas kejaksaan dengan mengantarkan surat putusan 
pengadilan 
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7. Orang tua/wali wajib menghadiri Family Dialoug (FD), Konseling 
keluarga, FSG dan kunjungan keluarga lainnya yang dijadwalkan 
petugas 
8. Residen datang membawa: 
1. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga 
2. Materai  Rp.6000 sebanyak 4 lembar 
3. Pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar 
9. Bersedia mengikuti terapi dan rehabilitasi MEDIS (Detoks dan Entry 
Unit) selama 1 bulan, Sosial (primary) Selama 4 bulan dan Rehab 
sosial lanjutan (Re-Entry) selama 1 bulan serta dilanjutkan program 
pasca Rehabilitasi selama 6 bulan yang terdiridari konversi hutan 
dan laut, rumah dampingan dan rumah mandiri. 
10. Residen  yang masuk dibalai rehabilitasi BNN Baddoka diberi 
kesempatan hanya 2 kali, kecuali kasus titipan kejaksaan atau 
vonis hakim. 
Syarat dan ketentuan yang berlaku mengenai rehabilitasi korban 
atau pelaku penyalahgunaan narkotika di pusat rehabilitasi narkoba BNN 
Makassar telah disusun sesuai dengan  ndang-undang no. 35 tahun 2009 
tentang narkotika. Pelaksanaanya sesuai seperti yang telah disebutkan. 
Pelayanan  Pusat rehabilitasi BNN kota Makassar disesuaikan pula 
dengan rehabulitasi yang diamanahkan UU yaitu  secara medis dan juga 
sosial. Pelayanan  yang diberikan berupa 
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1. Rehabiltasi medis: Detoksifikasi, intoksifikasi, rawat jalan, 
penanganan penyakit komplikasi dampak buruk narkoba, 
psikoterapi, penanganan dual diagnosis, voluntary 
counseling dan testing 
2. Rehabilitasi sosial : Program Theurapeutic community, 
bibiangan kerohanian, bimbingan mental dan spiritual, 
kepramukaan 
3. Peningkatan vokasioanl yang berupa keterampilan-
keterampilan yang dapat membantu melupakna pengaruh 
dari narkotika seoerti otomotif, salon kecantikan, bahasa 
asing dan komputer 
4. Terapi keluarga 
5. Psikologi yang berupa Hipnotherapy  psychotherapy, 
evaluasi psikologi, psico education 
6. Rekreasi 
Para petugas BNN melakukan tugasnya masing-masing sesuai 
dengan keahliannya, jadi di pusat rehabilitasi ini terdapat berbagai macam 
petugas baik dari kalangan BNN sendiri, dokter dan psikolog. 
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Berikut dijelaskan melalui alur pelayanan yang diberikan oleh BNN 
kota Makassar: 
Alur Pelayanan 
Pusat Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCREENING & INTAKE 
(Pendaftaran, Pemeriksaan Kesehatan 
Dan Pengisian Formulir) 
DETOKSIFIKASI 
(Penanganan detoksifikasi putus zat dengan 
Terapi simptomatik) 
ENTRY UNIT 
(Fase stabilisasi putus zat) 
PRIMARY PROGRAM 
(Therapeutic Community dan 
Konsep kepramukaan) 
RE-ENTRY 
(Program TC Lanjutan, terapi vokasional 
Dan resosialisasi) 
PASCA REHABILITASI 
(Program lanjutan diluar Balai rehabilitasi baddoka 
(setelah Discharger) meliputi kegiatan konversi hutan 
dan laut, serta rumah dampingan dan rumah sendiri 
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Proses yang harus dilalui oleh korban penyalahguna narkoba seperti 
gambar diatas adalah: 
1. Screening dan Intake 
Proses ini adalah proses awal yang harus ditempuh setiap 
calon pasien panti rehabilitasi Baddoka Makassar, dimana 
proses ini terdiri dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan 
awal dan pengisian formulir dalam hal ini guna elihat apakah 
pasien sudah memenuhi dan menyanggupi syarat untuk 
direhabilitasi di Panti rehabilitasi Baddoka. 
2. Detoksifikasi 
Penanganan detoksifikasi adalah pelayanan awal apabila 
korban diterima dipanti Rehabilitasi baddoka. Program ini 
ditujukan agar para korban mulai melupakan ketergantungan 
terhadap narkoba, di tahap inibpasien di terapi menggunakan 
terapi simptomatik. Terapi simptomatik adalah pengobatan 
yang diarahkan hanya untuk menghilangkan gejala pasien, 
membuat pasien merasa lebih baik tanpa harus mengubah 
perjalanan alami penyakit.  
3. Entry Unit 
dalam tahap ini pasien mengalami stabilisasi putus zat, 
dimana pasien harus membiasakan diri untuk tidak tergantung 
oleh zat addictive lagi. 
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4. Primary Program 
Primary Program Program utama adalah tahap dimana pasien 
panti rehabilitasi Baddoka Therapeutic sendiri dapat diartikan 
sebagai sebuah metode yang sifatnya mengembalikan 
keseimbangan dan fungsi dari seseorang yang telah 
mengalami disfungsional atau kerusakan secara fisik, mental, 
emosional, dan spiritual. Sedangkan komunitas sendiri dapat 
kita artikan sebagai sebuah unit lingkungan yang dapat 
mendukung kembalinya keseimbangan dan fungsi secara 
fisik, mental, emosional, dan spiritual, diri seseorang. 
Lingkungan yang dapat memberikan perhatian dan rasa cinta 
kasih terhadap si individu dan terhadap setiap orang yang 
berada di dalam lingkungan tersebut. Maksud dan tujuan 
utama dari Therapeutic Community yang fungsional adalah : 
Memberikan perhatian, perlindungan, dan mendukung 
perkembangan secara fisik, mental, emosional, dan spiritual 
yang seimbang, dengan penuh cinta kasih dan rasa saling 
menghargai terhadap setiap individu dan komunitas secara 
keseluruhan, sehingga tercipta suatu keharmonisan di dalam 
lingkungan tersebut. Hanya dengan terciptanya harmoni inilah 
maka sebuah Therapeutic Community dapat berfungsi dengan 
baik. Ini adalah tahap yang paling sulit untuk dilakukan oleh 
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BNN, oleh karena itu pihak keluarga juga harus ikut 
berpartisipasi 
5. Re-entry 
Tahap ini berisi tentang Therapeutic Community lanjutan, 
terapi vokasional dan resosialisasi dimana ditahap ini 
merupakan pemantapan dari tahap sebelumnya sebelum 
pasien dinyatakan dapat dikeluarkan dari panti rehabilitasi 
6. Pasca Rehabilitasi 
Program lanjutan diluar Balai rehabilitasi baddoka(setelah 
Discharger) meliputi kegiatan konversi hutan dan laut, serta 
rumah dampingan dan rumah sendiri. Ini biasanya dilakukan 
untuk mengawasi pasien yang telah selesai direhabilitasi. 
Tahap diatas merupakan tahap-tahap para korban atau dalam panti 
disebut pasien, penukis tidak diizinkan untuk mewawancarai korban, 
namun penulis mengamati proses tersebut selama penelitian dan hasilnya 
memang dijalankan dengan baik dip anti rehabilitasi Baddoka Makassar. 
Setelah penulis menlakukan penelitian di  pusat rehabilitasi baddoka 
Makassar, penulis melihat adanya kesesuaian antara UU no. 35 tahun 
2009 tentang Narkotika. Tidak terjadi kesenjangan antara perbuatan dan 
apa yang diatur didalam undang-undang.pihak BNN kota Makassar 
melakukan tugasnya dengan baik. 
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B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi 
Terhadap Pecandu Narkotika Di Makassar 
 
Semakin hari korban penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, 
para korban ini berasal dari berbagai kalangan mulai dari kelas bawah 
sampai dengan kelas atas, dan mereka pun berasal dari berbagai usia, 
dari anak-anak sampai yang sudah tua sekalipun. Apabila hal ini dibiarkan 
berlanjut terus-menerus, bukan tidak mungkin akan menghancurkan 
generasi penerus bangsa di kemudian hari. 
Seiring dengan perkembangannya, pemerintah telah 
memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika. Dalam Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Dalam hal Penyalah Guna 
sebagaimana dimaksud pada dapat dibuktikan atau terbukti sebagai 
korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib 
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam beberapa kasus 
penangkapan pecandu narkoba, mereka terbukti tidak terlibat dalam 
pengedaran narkoba, dengan kata lain mereka hanya sebagai pengguna 
saja. Untuk kasus seperti ini, setelah vonis pengadilan diputuskan maka 
para pengguna tersebut dapat diajukan untuk menjalani rehabilitasi baik 
secara medis maupun sosial. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika setiap pengguna narkoba yang setelah 
vonis pengadilan terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi narkotika, 
dalam hal ini mereka hanya sebatas pengguna saja, maka mereka berhak 
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mengajukan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Melihat hal 
tersebut, Undang-Undang ini memberikan kesempatan bagi para pecandu 
yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika agar dapat 
terbebas dari kondisi tersebut dan dapat kembali melanjutkan hidupnya 
secara sehat dan normal. 
Dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika 
masih terdapat beberapa kendala seperti kadang para pengguna narkoba 
baru memikirkan tentang rehabilitasi setelah mereka terjerat hukum, 
seharusnya sebelum terjerat hukum ataupun setelah terjerat hukum, 
setiap pengguna narkoba harus segera mendapatkan pertolongan melalui 
suatu rehabilitasi. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari lingkungan 
sekitar terutama keluarga sebagai lingkungan terdekat agar peka terhadap 
anggota keluarga mereka , bila ada yang terkena kasus penyalahgunaan 
narkoba, segera bertindak dengan mulai mencari suatu lembaga 
rehabilitasi bagi para pecandu narkotika. 
Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi 
terhadap para pecandu narkotika yaitu program pencegahan dan 
rehabilitasi narkoba belum menjangkau daerah pedesaan. Banyak orang-
orang di pedesaan yang tidak paham tentang narkoba sehingga mereka 
dengan mudah terjerumus. Masyarakat pedesaan banyak yang tidak 
mengerti tentang permasalahan narkotika dan mereka belum pernah 
mendapatkan penyuluhan tentang narkotika sehingga banyak remaja 
yang terlibat penyalahgunaan narkotika dan para pelaku pengguna 
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narkotika ini tidak mengikuti rehabilitasi. Selain itu kurangnya kesadaran 
masyarakat tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu kendala 
pelaksanaan rehabilitasi ini. Hal ini mungkin terkait dengan kurangnya 
sosialisasi BNN akan program-programnya ke masyarakat sehingga 
masyarakat banyak yang tidak mengetahui betapa pentingnya lembaga 
rehabilitasi. Kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan 
mengakibatkan masyarakat cenderung tidak melaporkan kasus-kasus 
narkotika baik yang ia temukan maupun yang dia alami sendiri. 
Pelaku pengguna narkotika ada yang bersedia secara sukarela 
mengikuti program pemulihan di rehabilitasi narkoba, namun lebih banyak 
pecandu yang menolak untuk terisolir di sebuah rehabilitasi. Hal ini terjadi 
karena sebagian besar pecandu narkotika menganggap kehidupan di 
rehabilitasi narkoba merupakan penderitaan bagi mereka yang masih 
berada dalam tahap kecanduan, terutama saat melewati kondisi putus 
zat/sakaw. Agar pecandu dapat terbebas dari narkotika keluarga harus 
memahami bahwa ini merupakan langkah yang tepat bagi kehidupan 
pecandu selanjutnya meskipun harus dilakukan dengan cara paksa. 
Orang tua, terutama Ibu, biasanya tidak tega melihat anaknya harus 
secara paksa diborgol dan disergap oleh pihak rehabilitasi, sehingga 
membuatnya tidak dapat bersikap tegas terhadap anaknya. Sadarilah pula 
bahwa pecandu narkoba yang masih aktif sangat lihai dalam 
memanipulasi dan berbohong. Mereka dapat saja mengumbar janji untuk 
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segera berhenti menggunakan narkoba atau berpura-pura bahwa mereka 
sudah berhenti menggunakan narkoba supaya tidak dimasukkan ke 
rehabilitasi, akan tetapi semakin lama mereka jatuh ke dalam penggunaan 
narkoba yang terus-menerus, maka akan semakin membahayakan 
pecandu maupun keluarga itu sendiri.  
 Hasil wawancara dari Pihak BNN Kota Makassar yaitu Ibu Neni 
Iskandar selaku Ketua Bidang Kemasyarakatan BNN Kota Makassar 
menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi dalam rehabilitasi yaitu:19 
1. Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga 
pecandu narkoba, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika bahwa para pecandu atau pemakai 
narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabilakeluarga 
tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau 
kantor BNN. 
2. Takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan mereka apabila 
diketahui anaknya adalah pecandu narkoba. 
3. Masih banyaknya yang tidak mengetahui bahwa kegiatan ini 
semuanya ditanggung oleh pemerintah (gratis). 
Itu adalah 3 alasan utama yang menjadi kendala BNN Makassar 
untuk memberantas para pelaku  penyalahgunaan narkoba.  
                                                           
19 Wawancara dengan pihak BNN pada hari senin 7 Juli 2012  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan 
narkotika di pusat rehabilitasi Baddoka kota Makassar  sudah 
sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh  Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melihat dimana pusat 
rehabilitasi BNN kota Makassar sudah menjalankan tugasnya 
dengan baik, dimana dalam rehabilitasi bukan hanya rehabilitasi 
sosial dan medis, tetapi juga ada pengembangan diri dan rekreasi 
yang disertai dengan terapi-terapi untuk memulihkan para pecandu 
narkoba. 
2. Terdapat beberapa kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap para 
pecandu narkotika yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat 
khususnya para keluarga pecandu narkoba, bahwa dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun  2009 tentang Narkotika bahwa para 
pecandu atau pemakai narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh 
polisi apabila keluarga tersebut melaporkan/membawa anaknya ke 
pusat rehabilitasi atau kantor BNN, takutnya para orang tua akan 
rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anaknya adalah 
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pecandu narkoba, dan masih banyaknya yang tidak mengetahui 
bahwa kegiatan ini semuanya ditanggung oleh pemerintah (gratis). 
 
B.  Saran 
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran 
penulis sebagai berikut: 
1. Pihak keluarga orang tua/wali  harus segera melaporkan 
anaknya apabila diketahui telah menjadi pecandu narkoba. 
2. BNN haruslah lebih sering mengadakan sosialisasi dan 
penyuluhan tentang narkotika terutama menganai peran 
penting dari adanya lembaga rehabilitasi untuk para 
pecandu narkotika. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan 
ini tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan tetapi 
dilakukan juga di pedesaan. 
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